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BAB III 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SETELAH 

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 

A. Perbandingan Hak Dan Wewenang Kpk Sebelum Dan Setelah 

Berlakunya UU 19 Tahun 2019 

Terdapat beberapa perbedaan yang dinilai sangat signifikan terkait Tugas, 

Pokok, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, 

diantaranya :  Bagian Pertimbangan  Sebelum : Bahwa dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak 

pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara 

optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan 

secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah 

merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat 

pembangunan nasional.  

Sesudah : Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu 

ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan 

berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas 

kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia  
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Pasal 1 Ayat (3) Sebelum : Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.  

Sesudah : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya 

disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun 

kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dengan demikian, 

KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan.  

Pasal 1 Ayat (6) Setelah : Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan mengenai aparatur sipil negara.  

Pasal 8 butir (e) Setelah : Meminta laporan kepada instansi berwenang 

mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Pasal 

10  Sebelum : Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut 

umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.  

 Setelah : Pasal 10 A (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil 

alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 

sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia. (2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan 

Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan 

secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 12A Setelah : Dalam 
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melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf (e), 

penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 12B Sebelum : Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf (c), 

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan. Setelah : (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan 

Pengawas.  (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis 

terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (4) Dalam 

hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari 

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.  

Pasal 12C (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang sedang berlangsung kepada 

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. (2) Penyadapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan 

harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
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dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

penyadapan selesai dilaksanakan.  

 

Pasal 12D  (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

Ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Pasal 19  Sebelum : (2) Komisi 

Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.   Setelah 

: Ayat ini dihapus. Pasal 24 Sebelum : (1) Pegawai Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf c adalah warga 

negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara 

pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Setelah : (2) Pegawai Komisi 

Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

penyempurnaan penyebutan (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan 

pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 29 Sebelum : Pimpinan KPK (f) berumur sekurang-kurangnya 40 

(empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada 

pemilihan. Setelah : f. Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling 

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan.  
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Pasal 37  Sebelum :  DPR akhirnya menetapkan perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK).  Pasal 37A   (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan 

wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a. (2) Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. (3) Anggota 

Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.  (4) Anggota Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun 

dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan.  

Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas:  a). mengawasi pelaksanaan 

tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;  b). memberikan izin atau 

tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c). 

menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi 

Pemberantasan Korupsi;  

d). menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode 

etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; e). melakukan 

evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara 

berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  f). menerima dan menindaklanjuti 

laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh 

Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran 

ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Dewan Pengawas membuat laporan 



57 

 

pelaksanaan tugas secara berkala (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik 

Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

Pasal 37D Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai  berikut:  

a. memiliki integritas moral dan keteladanan; b. berkelakuan baik  c. berusia 

paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;  d. berpendidikan paling rendah S1 

(sarjana strata satu);  e. diutamakan berpengalaman sebagai penegak hukum 

paling singkat 15 (lima belas) tahun;  

 Pasal 37E  (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik 

Indonesia. (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk 

panitia seleksi.  (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat. Aturan-aturan selanjutnya 

seperti juga memilih komisioner KPK. Presiden Republik Indonesia menetapkan 

ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari 

kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai 

dilaksanakan.  

Pasal 37F Sebelum direvisi :  Komisi Pemberantasan Korupsi tidak 

berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan 

dalam perkara tindak pidana korupsi. Setelah direvisi:  (1) Komisi Pemberantasan 
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Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara 

Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Penghentian penyidikan dan 

penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan 

Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat 

perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. (3) Penghentian penyidikan dan 

penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi kepada publik. (4) Penghentian penyidikan dan 

penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat 

membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan 

putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan.  

Pasal 43  Sebelum : Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  Setelah : (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi 

dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  

Pasal 45 Sebelum : Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan 

Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Setelah : (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 
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penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Pasal 46 Aturan penetapan tersangka dalam hal seseorang ditetapkan 

sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak penetapan 

pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.  

Ketentuan ini sebenarnya tidak mengalami perubahan. Namun menurut DPR, 

KPK selama ini kerap mengabaikan KUHAP dalam menetapkan seseorang 

menjadi tersangka.  

Pasal 69B Aturan peralihan status penyelidik atau penyidik KPK  (1) Pada 

saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil 

Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini 

berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 

yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Perubahan pada Pasal-Pasal tersebut dianggap melemahkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan dengan adanya Perubahan dan 

Penambahan pada Pasal-Pasal pergerakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) haruslah melalui birokrasi yang sangat panjang sehingga berdampak pada 

proses penyelesaian kasus korupsi juga terhambat. 

B. Dampak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
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Terdapat beberapa dampak usai diberlakukannya Undang-undang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) baru yakni Nomor 19 tahun 2019. Salah satunya 

dengan diberlakukannya UU KPK yang baru, lembaga antirasuah tunduk 

sepenuhnya kepada Presiden.  Kedudukan KPK yang berada di bawah rumpun 

eksekutif. 

Pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat Menteri yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Kesesatan 

berpikir ini merupakan dampak dari pengesahan revisi UU KPK yang 

menempatkan lembaga anti rasuah itu menjadi bagian dari pemerintah dan tidak 

lagi independen Terhambatnya Kinerja KPK dalam menuntaskan kasus korupsi 

yang melibatkan pihak kekuasaan. 

Berdasarkan UU 19 Tahun 2019 KPK diharuskan melaporkan proses 

kasus secara berkala kepada Dewan Pengawas, hal ini dinilai dapat menghambat 

kinerja KPK dikarenakan laporan tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum 

tertentu sehingga pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan menjadi semakin 

untouchable atau tidak tersentuh 

 Tingkat kepercayaan publik yang menurun Indikator Politik Indonesia 

menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu berdasarkan 

survei yang mereka lakukan pada 17-21 September 2021. 

 Hal ini dikarenakan oleh dua hal, antara lain kepemimpinan Komjend 

Firli Bahuri dan juga dampak daripada diberlakukannya UU 19 Tahun 2019. Hal 

ini semakin menegaskan bahwa kehadiran Komjen Firli Bahuri menjadi Ketua 


